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Ringkasan 
Eksekutif

Warga negara asing, khususnya para pekerja migran, 
merupakan orang-orang yang menghadapi ancaman 
hukuman mati secara tidak proporsional di seluruh dunia. 
Data dan statistik yang dikumpulkan Reprieve dan Migrant 
CARE untuk laporan ini menunjukkan bahwa pekerja 
migran sebagai bagian dari populasi warga negara asing 
menghadapi risiko besar menjadi korban pelanggaran 
HAM terkait hukuman mati, termasuk perampasan hak 
untuk hidup secara sewenang-wenang dalam konteks 
hukuman mati dan eksekusi yang melanggar hukum.  

Laporan ini berfokus pada negara-negara yang menerima 
pekerja migran (‘negara penerima’), khususnya negara-
negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (‘negara-negara Asia 
Tenggara’) dan Dewan Kerjasama Teluk (‘negara-negara 
Teluk’), dan negara-negara asal pekerja migran (‘negara 
pengirim’).

Di negara-negara Teluk, warga negara asing sangat banyak 
dan menempati proporsi yang tak wajar dalam barisan 
terpidana hukuman mati dan mereka dieksekusi secara 
tidak proporsional, terutama akibat pelanggaran narkoba. 
Di beberapa negara, kaum perempuan menempati posisi 
yang l tidak proporsional dalam kelompok ini. 

Di Malaysia dan Indonesia, warga negara asing secara tidak 
proporsional berada dalam kelompok penerima hukuman 
mati. Selama 10 tahun terakhir, warga negara asing telah 
dieksekusi secara tidak proporsional di Indonesia, terutama 

akibat pelanggaran narkoba. Sebesar 90% dari mereka 
yang dieksekusi di Indonesia karena pelanggaran narkoba 
dalam dekade terakhir adalah warga negara asing.

Sepanjang tahun 2008-2021, berdasarkan data dari 
Kemenlu RI, ada 583 pekerja migran warganegara 
Indonesia yang menghadapi hukuman mati di 7 negara 
penerima. Sebanyak 392 kasus bebas dari hukuman 
mati, 188 masih dalam proses hukum dan 6 dieksekusi 
mati. Malaysia dan Arab Saudi adalah dua negara 
penerima dengan kasus hukuman mati tertinggi yang 
dihadapi pekerja migran Indonesia. Temuan Migrant 
CARE menunjukkan pekerja migran yang menghadapi 
hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia, 72% adalah 
perempuan, dengan komposisi kasus 66% terkait tuduhan 
pembunuhan, 14% terkait tuduhan kurir narkoba dan 14% 
terkait tuduhan sihir. 

Dalam konteks negara pengirim seperti Nigeria dan 
Pakistan, penelitian kami menunjukkan bahwa pekerja 
migran seringkali tidak diberikan bantuan konsuler 
yang memenuhi standar oleh negara asal mereka. Ini 
merupakan pelanggaran hukum internasional oleh negara 
asal tersebut. Bantuan konsuler yang memadai dapat 
menjadi faktor pembeda antara hidup dan mati bagi 
warga negara asing yang menghadapi hukuman mati. 

Penelitian kami menunjukkan bahwa penerapan 
hukuman mati yang tidak proporsional bagi warga negara 
asing dan pekerja migran khususnya dapat dikaitkan 
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dengan fakta bahwa pekerja migran berada dalam posisi 
yang sangat rentan karena berbagai faktor yang saling 
terkait, termasuk kurangnya akses ke kuasa hukum di 
dalam yurisdiksi asing, hambatan bahasa, lemahnya 
posisi sosio-ekonomi, isolasi sosial, diskriminasi, dan 
kurangnya akses ke bantuan konsuler yang memadai 
akibat kegagalan negara penerima dan pengirim. 

Selain itu, karena mereka seringkali memiliki atau 
dianggap memiliki akses ke paspor sehingga memiliki 
kemampuan untuk melakukan perjalanan internasional, 
tetapi biasanya juga miskin, terisolasi dan tidak memiliki 
jejaring pendukung setempat, pekerja migran rentan 
menjadi korban perdagangan dan dipaksa melakukan 
kejahatan yang berakibat hukuman mati. Hal ini terutama 
terjadi pada kaum perempuan migran, yang sebagian 
besar bekerja di rumah-rumah pribadi, sektor informal 
dan sektor pekerjaan yang sebagian besar tidak diatur 
dalam hukum. 

Sebenarnya terdapat landasan hukum yang ditopang oleh 
hukum internasional dan instrumen HAM regional, yang 
dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak pekerja migran, 
termasuk prinsip non-hukuman untuk melindungi korban 
perdagangan manusia agar tidak dihukum atas tindakan 
yang timbul dari perdagangan terhadap diri mereka 
sendiri. Hukuman mati bagi korban perdagangan manusia 
merupakan pelanggaran terberat dari prinsip tersebut. 

Fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir ratusan warga 
negara asing, termasuk pekerja migran, telah dieksekusi 
secara bertentangan dengan hukum internasional 
menegaskan bahwa perlindungan semacam itu tidak 
ditaati secara luas dan/atau diterapkan secara efektif. 

Berdasarkan contoh praktik terbaik yang diperlihatkan 
baik oleh negara pengirim maupun penerima, laporan 
ini diakhiri dengan membuat rekomendasi untuk isu-isu 
berikut:

•	Kewajiban negara penerima untuk memberitahu 
pekerja migran tentang hak mereka atas bantuan 
konsuler dan memberikan akses ke bantuan konsuler 
serta kewajiban negara pengirim untuk memberikan 
bantuan konsuler yang memadai kepada pekerja 
migran yang menghadapi hukuman mati;

•	Kewajiban negara pengirim dan penerima untuk 
memberikan perlindungan terhadap ancaman 
perampasan sewenang-wenang hak untuk hidup dalam 
kasus hukuman mati sesuai dengan hukum internasional 
yang berlaku;

•	Perlunya negara-negara pengirim dan penerima 
meratifikasi Konvensi Internasional Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-hak 
Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan 
memastikan tersedianya perlindungan dari pelecehan 
dan eksploitasi oleh majikan pekerja migran dan 
pemangku kepentingan lainnya seperti agen-agen 
perekrutan; 

•	Kewajiban negara pengirim dan penerima untuk 
mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan 
manusia dan menegakkan prinsip non-hukuman; dan

•	Kewajiban negara pengirim untuk melakukan rehabilitasi 
bagi korban dan anggota keluarganya, baik yang bebas 
dari hukuman mati maupun yang dieksekusi.
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Pekerja migran memberikan dampak positif pada 
pembangunan sosial dan ekonomi negara asal, negara 
transit dan negara tujuan mereka, sebuah fakta yang 
diakui dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan.1  Di negara penerima, mereka mengisi 
kekurangan tenaga kerja dan keterampilan, berkontribusi 
pada skema jaminan sosial, dan mendorong 
kewirausahaan, sementara negara pengirim mendapat 
manfaat dari arus pengiriman uang yang tinggi dan 
impor keterampilan penting melalui migrasi kembali dan 
hubungan komunitas transnasional. Selama tahun 2020, 
diperkirakan di seluruh dunia terdapat 164 juta orang 
pekerja migran dengan kontribusi remitansi 689 miliar 
dolar AS.2

Sebagian besar pekerja migran di seluruh dunia berasal 
dari Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk bekerja di 
kawasan Teluk, dan diantara negara-negara Asia Tenggara 
sendiri.3 Di antara 20 negara penerima teratas di dunia 
termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (‘UEA’), Thailand 
dan Malaysia. Di antara 20 negara pengirim teratas 
adalah Filipina, Indonesia, dan Myanmar.4 Banyak 
negara di Teluk dan Asia Tenggara yang retentionist 
(yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati),5 
mempertahankan hukuman mati untuk berbagai 
pelanggaran termasuk pelanggaran narkoba, dan 
menjatuhkan hukuman mati yang melanggar prinsip 
perlindungan peradilan yang adil dan melalui proses yang 
tercemar oleh penyiksaan.6

Sebagian besar pekerja migran di negara-negara Teluk 
dan Asia Tenggara berada dalam situasi yang rentan. 
Sebagian besar pekerja migran merupakan orang-orang 
yang sangat miskin, memiliki modal sosial yang terbatas, 
tidak memiliki jejaring dukungan setempat, menghadapi 
diskriminasi gender dan ras dan sangat dirugikan karena 
tidak dapat berbicara dalam bahasa negara dimana mereka 
bekerja. Pekerja migran yang menemukan dirinya berada 
di sisi hukum yang salah, berada dalam posisi yang sangat 
berbahaya.

Semua negara-negara Teluk7 dan separuh negara-negara 
ASEAN (Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam dan 
Malaysia)8 mempertahankan hukuman mati, termasuk 
untuk pelanggaran yang tidak memenuhi ambang 
‘kejahatan paling serius’ yang diatur dalam Pasal 6 
Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
(‘ICCPR’), seperti pelanggaran narkoba.9  Selain itu, seperti 
yang ditunjukkan oleh berbagai studi kasus dalam laporan 
ini, di kawasan-kawasan yurisdiksi tersebut hukuman mati 
secara rutin dijatuhkan dengan cara-cara yang melanggar 
prinsip perlindungan peradilan yang adil dan melalui 
proses yang tercemar oleh penyiksaan.

Para pakar internasional telah memperingatkan bahwa 
warga negara asing, terutama pekerja migran seringkali 
berada dalam posisi yang sangat rentan ketika menghadapi 
dakwaan hukuman mati dan memiliki sedikit atau bahkan 
sama sekali tidak mendapatkan pembelaan menghadapi 
sistem penegakan hukum di negara tempat mereka berada.10

Pendahuluan2
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Data-data yang dikumpulkan oleh masyarakat sipil 
menegaskan bahwa warga negara asing dijatuhi hukuman 
mati dan dieksekusi di negara-negara Teluk secara tidak 
proporsional:

•	Hingga Februari 2021, warga negara Bangladesh 
mewakili hampir 30% (8 dari 26) dari jumlah 
terpidana mati yang menghadapi eksekusi dalam 
waktu dekat di Bahrain.11  

•	Antara 1964 dan 2017 Kuwait telah mengeksekusi 
80 orang, dan dari 79 orang yang diketahui 
kewarganegaraannya 70,8% merupakan warga 
negara asing.12

•	184 orang yang dieksekusi di Arab Saudi pada tahun 
2019, mayoritas (52%) adalah warga negara asing,13 
dan dari 27 orang yang dieksekusi pada tahun 2020, 
8 adalah warga negara asing.14 Sepanjang tahun 2021 
ini setidaknya terdapat 2 warga negara asing yang 
telah dieksekusi.15 Berdasarkan catatan Migrant CARE, 
sepanjang tahun 2008-2021, ada 5 orang pekerja 
migran perempuan Indonesia dieksekusi mati.

•	Jika warga negara asing menyumbang sekitar 
sepertiga dari jumlah penduduk Arab Saudi, 
mereka berkontribusi hampir setengah dari total 
2.208 eksekusi yang tercatat antara tahun 1985 dan 
2015.16 Selama masa pemerintahan Raja Salman, 
yang dimulai pada tahun 2015, warga negara asing 
mencapai 73% dari jumlah terpidana yang dieksekusi 
akibat pelanggaran narkoba.17 

•	Meskipun tidak ada eksekusi yang diketahui telah 
dilaksanakan di UEA sejak tahun 2017, namun 
pengadilan di sana masih terus mengeluarkan 
keputusan hukuman mati, yang sebagian besar 
dijatuhkan kepada warga negara asing.18 Berdasarkan 
temuan Migrant CARE, ada 4 pekerja migran 
Indonesia yang menghadapi hukuman mati di UEA 
pada tahun 2007-2021.

•	Dari sekitar 200 orang yang diketahui berada di 
barisan hukuman mati di UEA, hanya 19 yang 
merupakan warga negara Emirat.19 Angka-angka di 
atas akan lebih tajam lagi jika jumlah terpidana mati 
perempuan dimasukkan ke dalam perhitungan: 8 dari 
9 terpidana mati wanita adalah warga negara asing.20

•	Data yang dikumpulkan oleh Reprieve menunjukkan 
bahwa semua terpidana mati narkoba di UEA sejak 
tahun 1998 merupakan warga negara asing.21 

•	Satu-satunya eksekusi yang tercatat di Qatar sejak 
tahun 2003 dijatuhkan terhadap seorang pekerja 
migran Nepal yang dieksekusi regu tembak pada 
Mei 2020. Meskipun dia telah dijatuhi hukuman mati 
hampir tiga tahun sebelumnya, namun kedutaan 
Nepal baru diberitahu tentang hukumannya sehari 
sebelum eksekusi dilaksanakan.22

Data terpilah dari negara-negara Asia Tenggara lebih 
sulit untuk diperoleh. Di Singapura, laporan tahunan 
pemerintah tidak menyediakan data selain jumlah 
eksekusi yang dilaksanakan setiap tahunnya.23 Tetapi, 
sering ada laporan berita tentang warga negara asing 
yang dijatuhi hukuman mati di Singapura, terutama dari 
negara tetangga.24  Ada juga bukti yang jelas tentang posisi 
yang tidak proporsional jumlah warga negara asing yang 
dijatuhi hukuman mati di wilayah yurisdiksi Asia Tenggare 
lain. 

•	Pada bulan Oktober 2020 Parlemen Malaysia 
mengkonfirmasi bahwa lebih dari 40% terpidana 
mati di negara tersebut adalah warga negara asing.25 
Pada bulan Februari 2019 Amnesty International 
melaporkan bahwa “mengejutkan bahwa 44%... dari 
jumlah mereka yang terkena ancaman hukuman 
mati adalah warga negara asing yang berasal dari 43 
negara.” 16% berasal dari Indonesia, 15% dari India, 
8% dari Filipina dan 6% dari Thailand.26 Proporsi 
terpidana mati warga negara asing jauh melebihi 
proporsi total warga negara asing di negara ini pada 
tahun 2020 yang berada di bawah 9%.27 

•	Sepanjang tahun 2007-2020 terdapat 213 pekerja 
migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati di 
Malaysia. Pada 19 Januari 1990, Basri Masse, seorang 
pekerja migran Indonesia  dieksekusi di Sabah atas 
tuduhan kurir narkoba28 dan pada 14 September 
1991, Karno Marzuki dieksekusi di Malaysia atas 
tuduhan pembunuhan.29 

•	Di Indonesia, data yang dikumpulkan Reprieve 
memperlihatkan bahwa 91 dari 445 narapidana mati 
kemungkinan besar adalah warga negara asing. Yang 
lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa dari 19 
orang yang dieksekusi karena pelanggaran narkoba 
di Indonesia dalam satu dekade terakhir, hampir 90% 
adalah warga negara asing.30 

•	Terdapat 49 warga negara Filipina yang terancam 
hukuman mati di Malaysia, dari total 62 warga 
negara Filipina yang menghadapi hukuman mati di 
seluruh dunia. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 
37% diantaranya menghadapi hukuman mati akibat 
pelanggaran narkoba - mayoritas dari kelompok ini 
menghadapi hukuman mati di Malaysia dan terdiri 
dari kaum perempuan.31

Penting untuk dicatat bahwa data ini mungkin tidak 
lengkap dan angka hukuman mati dan eksekusi yang 
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sesungguhnya mungkin jauh lebih tinggi. Semua negara retentionist seharusnya mempublikasikan data-data tentang 
hukuman mati di negara mereka masing-masing. Majelis Umum PBB telah berulang kali meminta negara-negara yang 
masih menerapkan hukuman mati untuk  “menyediakan informasi yang relevan, dipilah berdasarkan jenis kelamin, 
usia, kebangsaan dan ras serta kriteria lainnya yang berlaku, berkenaan dengan pelaksanaan hukuman mati di negara 
mereka, antara lain, jumlah terpidana mati dan jumlah eksekusi yang sudah dilaksanakan, jumlah hukuman mati yang 
dibatalkan atau diringankan saat naik banding atau yang telah mendapatkan amnesti atau grasi, serta informasi tentang 
jadwal eksekusi, yang dapat berkontribusi pada perdebatan terbuka dan transparan di tingkat nasional dan internasional, 
termasuk tentang kewajiban negara-negara berkaitan dengan penggunaan hukuman mati.” 32 Sayangnya, sebagian besar 
negara yang masih menjalankan hukuman mati tidak menyediakan informasi semacam itu.
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Para pakar hak asasi manusia internasional menduga warga negara asing telah menerima 
dampak hukuman mati secara tidak proporsional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor: 
diskriminasi gender dan ras; kurangnya pemahaman tentang sistem hukum, budaya, bahasa dan 
lingkungan; kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka berkenaan dengan penangkapan; 
pengakuan yang dipaksakan, yang seringkali ditulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami; 
kurangnya akses ke penerjemah; dan, lemahnya jejaring dukungan untuk membantu navigasi 
proses hukum dan mendapatkan perwakilan yang efektif.33   

Kerja kasus dan penelitian kami yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa lemahnya 
posisi sosial ekonomi dan lingkungan kerja abusif yang umumnya dialami oleh banyak pekerja 
migran di negara-negara Teluk dan Asia Tenggara membuat mereka sangat rentan terhadap 
perdagangan manusia dan menghadapi risiko hukuman mati untuk kejahatan yang timbul dari 
perdagangan dan eksploitasi yang terjadi atas diri mereka. Di banyak negara di kedua kawasan 
tersebut, korban perdagangan manusia tidak diidentifikasi sebagaimana mestinya sehingga 
mereka tidak dapat menggunakan status korban perdagangan manusia dalam pembelaan 
atau pengurangan hukuman. Dalam banyak kasus, korban sulit untuk menyadari sendiri bahwa 
mereka sebenarnya adalah korban eksploitasi dan perdagangan manusia karena pengkondisian 
dan trauma yang dialaminya. Karena alasan inilah badan-badan internasional mengharuskan 
negara untuk menyelidiki dan mengidentifikasi korban perdagangan, dan bukannya meminta 
korban untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. 

Kelompok migran lain mungkin tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai korban 
perdagangan manusia tetapi mereka telah mengalami eksploitasi di tempat kerja. Lemahnya 
posisi sosial ekonomi dan kurangnya dukungan dalam menentang majikan yang eksploitatif 
dapat mengakibatkan pekerja migran terlibat dalam perdagangan narkoba, yang membuat 
mereka rentan terhadap hukuman mati di negara-negara Teluk dan di beberapa negara Asia 
Tenggara yang secara bertentangan dengan hukum internasional memberlakukan hukuman 
mati bagi mereka yang terlibat pelanggaran narkoba.  

Bagian ini merinci berbagai faktor yang saling terkait yang menempatkan pekerja migran pada 
posisi rentan terkait dengan hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia yang menyertai 
penggunaan hukuman mati tersebut.

Mengapa para 
migran dijatuhi 
hukuman mati dan 
dieksekusi secara 
tidak proporsional?

3
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3.1 Hambatan bahasa

Layanan interpretasi atau penerjemah tidak selalu 
tersedia bagi terdakwa berkebangsaan asing yang tidak 
dapat berbicara bahasa lokal, yang berarti bahwa mereka 
tidak dapat menggunakan hak-haknya secara efektif di 
semua tahapan proses peradilan pidana.  

Bahkan Hukum Acara Pidana di Arab Saudi tampaknya 
tidak mengakui hal ini sebagai suatu keharusan, 
dengan adanya ketentuan untuk menyediakan tenaga 
penerjemah hanya pada tahap persidangan saja.37 
Menyediakan layanan penerjemah independen pada 
tahap awal proses peradilan sangat penting bagi 
terwujudnya pelaksanaan pengadilan yang adil.38  Tanpa 
hal itu, terdakwa bisa saja diminta untuk menandatangani 
pengakuan dalam bahasa yang mereka tidak mengerti 
dan dihalang-halangi untuk berpartisipasi aktif dalam 
persiapan pembelaan mereka.

Seorang mantan klien Reprieve 
berkewarganegaraan asing yang ditahan di 
Arab Saudi, tidak diberitahu tentang dakwaan 
yang dihadapinya sampai dia ditahan selama 
lebih dari seminggu, dan selama waktu itu 
tidak ditawarkan pengacara, penerjemah, 
maupun akses ke konsulatnya. Dia juga diminta 
untuk menjawab berbagai pertanyaan tanpa 
didampingi pengacara, dan menandatangani 
dokumen dalam bahasa Arab tanpa memahami 
isinya - “pengakuan” ini kemudian digunakan 
untuk menyatakan dia bersalah.34

3.2 Status sosial ekonomi

Kerentanan sosial ekonomi seringkali menjadi alasan 
utama para pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. 
Bekerja di luar negeri membuka peluang bagi mereka 
untuk keluar dari jerat kemiskinan dan membantu 
keluarga di kampung halaman. Namun penelitian kami 
menunjukkan bahwa pilihan tersebut seringkali memiliki 
harga yang sangat mahal. Misalnya, pekerja migran yang 
dihukum mati karena pelanggaran narkoba seringkali 
terpaksa bekerja sebagai kurir narkoba dengan imbalan 
yang sedikit agar bisa meringankan beban ekonomi 
mereka yang sangat berat. Demikian pula, pekerja migran 
rumah tangga mungkin lebih berisiko mendapat ancaman 
hukuman mati karena kondisi kerja yang eksploitatif dan 
pelecehan oleh majikan yang mereka alami.

Lemahnya sumber daya ekonomi ini juga mempengaruhi 
kemampuan pekerja migran untuk membela diri secara 
efektif ketika mereka dituduh melakukan pelanggaran 
berat yang mungkin melibatkan hukuman mati. Dewan 
Hak Asasi Manusia PBB mengakui adanya hubungan 
tak terpisahkan antara kemiskinan dan hukuman mati 
dan mencatat bahwa di luar biaya kuasa hukum, setiap 
langkah proses peradilan dapat menimbulkan biaya - baik 
untuk memperoleh atau menyalin dokumen, membayar 
biaya saksi atau membiayai penugasan ahli independen.35  

Disamping itu, banyak juga pekerja migran di negara-
negara Teluk dan Asia Tenggara menjadi sangat rentan 
karena kurangnya sumber daya keuangan dan modal 
sosial dan politik, yang berarti kecil kemungkinan mereka 
untuk memperoleh manfaat dari peluang pengampunan 
dan kompensasi yang ada.  

Dari 104 narapidana yang mendapat pengampunan di 
Arab Saudi antara tahun 2000 dan 2008, hanya sepuluh 
orang yang merupakan warga negara asing.36  
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3.3 Diskriminasi 

Komite Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa penganut 
agama, ras atau etnis minoritas atau warga negara asing 
lebih berpeluang menghadapi hukuman mati secara tidak 
proporsional, yang menimbulkan keprihatinan serius 
berkenaan dengan pelaksanaan prinsip non-diskriminasi 
dalam penerapan hak untuk hidup dan hak atas kesetaraan 
di depan hukum.39 Pekerja migran seringkali dirugikan oleh 
sentimen dan retorika anti-imigrasi di negara penerima dan 
menjadi korban pengkambinghitaman dan bias oleh polisi, 
jaksa dan hakim.40

Selain itu, warga negara asing yang berasal dari latar 
belakang agama dan budaya yang berbeda dari negara 
penerima dapat menghadapi ancaman hukuman mati 
hanya karena secara tidak sengaja melanggar hukum. 

Humphrey Jefferson Eleweke (Jeff) adalah 
warga negara Nigeria yang tinggal di Jakarta 
dan menjalankan restoran miliknya sendiri.41 
Jeff tidak diberi akses ke pengacara selama 
lima bulan pertama dalam penahanan pra-
sidang dan berulang kali disiksa sampai dia 
‘mengaku’ memiliki narkoba yang ditemukan 
polisi di restorannya. Pengadilan Negeri setempat 
mengatakan dalam putusannya bahwa “orang 
berkulit hitam dari Nigeria” berada di bawah 
pengawasan polisi karena mereka dicurigai 
melakukan perdagangan narkoba. Semua 
saksi yang memberikan kesaksian melawan 
Jeff mengatakan bahwa dia berkulit hitam. 
Pengadilan memberikan penilaian bahwa Jeff 
mungkin telah melakukan kejahatan berdasarkan 
kewarganegaraan dan warna kulitnya.42 Setahun 
setelah penangkapan Jeff, salah seorang 
rekannya sesama pemilik restoran itu mengaku 
di depan saksi pada saat kematiannya bahwa 
dirinyalah yang telah meletakkan narkoba itu 
dan menjebak Jeff. Pengacara Jeff mengajukan 
bukti yang meringankan tersebut tetapi 
pengadilan menolak banding yang diajukan. 
Jeff menghabiskan 12 tahun di penjara sebagai 
terpidana mati dan dia tetap menyatakan dirinya 
tidak bersalah sebelum akhirnya dieksekusi tanpa 
memperoleh hak pemberitahuan 72 jam penuh.43 
Permohonan grasinya sedang dalam status 
ditunda ketika dia dieksekusi oleh regu tembak 
dengan melanggar hukum internasional.44

Misalnya, lima pekerja migran Indonesia di Arab 
Saudi dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan 
bersalah mempraktikkan ilmu sihir: kebanyakan 
mereka dihukum karena membawa jimat  
tradisional untuk keberuntungan yang dianggap 
tidak mengganggu oleh sebagian besar Muslim 
Indonesia, tetapi dianggap sebagai praktik 
penyembahan berhala di bawah hukum Arab 
Saudi.45
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3.4 Peradilan yang tidak adil   

Hukum internasional mensyaratkan bahwa hak atas 
peradilan yang adil mencakup hak atas kuasa hukum yang 
efektif.46 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui bahwa 
dalam kasus-kasus pidana mati, ketersediaan dan kualitas 
kuasa hukum merupakan faktor kunci dalam menentukan 
apakah seorang terdakwa dijatuhi hukuman mati atau 
tidak.47  

Mereka yang menghadapi proses pidana di luar negeri 
menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya membela 
diri karena tidak terbiasa dengan sistem hukum, bahasa, 
dan budaya setempat. Warga negara asing seringkali 
tidak menyadari hak-hak mereka, seperti hak ingkar48 
dan hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian 
.49 Dalam kondisi seperti itu sangatlah penting untuk 
mendapatkan akses ke penasihat dan kuasa hukum yang 
efektif secara tepat waktu. Namun kurangnya pemahaman 
terhadap sistem hukum negara penerima, lemahnya 
sumber daya keuangan dan jejaring dukungan keluarga 
dekat, serta kualitas pengacara yang beragam seringkali 
mengakibatkan para migran dijatuhi hukuman mati tanpa 
pernah berkesempatan berbicara dengan pengacara 
mereka.50

Suatu saat ketika bekerja sebagai seorang sopir, 
Hussain Abo al Kheir dihentikan saat melintasi 
perbatasan dari Yordania ke Arab Saudi. Disusul 
dengan penangkapannya karena memiliki 
narkoba yang ditemukan di dalam mobilnya, dia 
dipaksa membuat pengakuan setelah dipukuli 
selama beberapa jam. Dia dijatuhi hukuman 
mati pada bulan Mei 2015. Kontak pertamanya 
dengan pengacara adalah setelah dia dijatuhi 
hukuman mati.51  

Siti Zaenab Binti Duhri Rupa adalah warga negara 
Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja Rumah 
Tangga (PRT) di Arab Saudi. Dia mengalami 
gangguan mental. Dalam proses interogasi, dia 
dipaksa menandatangani surat yang menyatakan 
bahwa dia telah membunuh majikannya 
secara sengaja dan pernyataan tersebut adalah 
pengakuannya. Selama persidangan Siti 
Zaenab tidak memperoleh pengacara maupun 
penerjemah.52  Penyakit mentalnya tidak 
dijadikan bahan pertimbangan dalam vonis 
hukuman. Siti Zaenab akan diekeskusi mati 
pada tahun 2000, tetapi berhasil ditunda atas 
diplomasi presiden Gus Dur dengan Raja Arab 
Saudi.53  Baik keluarganya maupun pemerintah 
Indonesia tidak diberitahu sebelumnya tentang 
eksekusinya sehingga dia tidak berkesempatan 
untuk mengajukan permohonan grasi pada 
menit-menit terakhir sebelum dieksekusi 
dilaksanakan pada 14 April 2015.54 Kedua anak 
Siti Zaenab sejak tahun 2019 bekerja sebagai staff 
di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) Surabaya atas dorongan Migrant CARE.

Rosa* adalah seorang pekerja rumah tangga 
Filipina yang dijatuhi hukuman mati di UEA setelah 
dinyatakan bersalah membunuh majikannya. 
Baik di persidangan maupun di tingkat banding 
pengadilan tidak memberinya kesempatan untuk 
didengar dan menyampaikan pembelaan dirinya.55

Kasus-kasus di atas tidak berdiri sendiri. Pada tahun 
2018, Human Rights Watch dan Justice Project Pakistan 
melakukan survei terhadap 21 terdakwa orang Pakistan 
dalam 19 kasus yang telah diadili di Arab Saudi. Hanya 
satu dari mereka yang diwakili oleh pengacara, dan 
hanya satu orang yang mendapat akses ke dokumen 
pengadilan.56 

 *Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.
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3.5 Penyiksaan dan penganiayaan 

Banyak negara penerima secara rutin menggunakan 
penyiksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan 
“pengakuan” yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan 
vonis dan menghukum mati kaum migran. Selain itu, 
kondisi penjara dan perlakuan terhadap para tahanan 
di seluruh kawasan Teluk dan Asia Tenggara sangat 
mengerikan, dan seringkali penuh dengan penyiksaan 
atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat. 

Misalnya, terpidana mati di Malaysia dan di penjara-
penjara dengan keamanan tinggi atau maksimum di 
Indonesia dikenakan kurungan isolasi tanpa batas 
waktu57 yang melanggar standar internasional. 58  Di 
Thailand, Komite Menentang Penyiksaan PBB melaporkan 
terjadinya berbagai pelanggaran Konvensi Menentang 
Penyiksaan dalam praktik penahanan, termasuk tuduhan 
penyiksaan oleh sipir penjara, penggunaan belenggu, 
dan kepadatan yang melebihi kapasitas penjara serta 
kurungan isolasi59 Di Singapura, Amnesty International 
melaporkan bahwa terpidana mati “tidak diizinkan keluar 
untuk mencari udara segar atau berolahraga” dan “hanya 
dapat menerima satu kunjungan berdurasi 20 menit per 
minggu di area khusus di mana mereka dipisahkan dari 
pengunjung oleh kaca tebal dan harus berkomunikasi 
melalui telepon.” 60

Dalam beberapa kasus, kurangnya perawatan medis 
dan/atau penganiayaan oleh pihak berwenang telah 
menyebabkan sejumlah tahanan meninggal saat masih 
dalam penjara, sebelum eksekusi dilakukan.

Warga negara asing juga cenderung menjadi 
sasaran kekerasan brutal yang dilakukan oleh 
sipir penjara. Seorang klien Reprieve yang telah 
dipenjara Arab Saudi telah menjadi saksi bahwa 
warga negara asing “dipukuli secara berkala oleh 
para petugas penjara”. Dia pernah menyaksikan 
warga negara asing “dicambuk dengan kabel 
listrik”; dan pada kesempatan lain melihat 
“sekelompok narapidana berkebangsaan asing 
dipukuli oleh petugas penjara dengan alat 
pemadam kebakaran… sampai kaki mereka 
menghitam.”61

Zulfiqar Ali adalah seorang warga negara Pakistan 
yang tidak bersalah, tetapi dia telah dihukum 
mati di Indonesia. Zulfiqar telah merantau ke 
Indonesia untuk bekerja di sebuah pabrik tekstil. 
Dia ditangkap di Indonesia setelah sesorang 
mengidentifikasi dia sebagai pemasok 300 gram 
heroin. Di depan pengadilan Zulfiqar mengatakan 
bahwa selama tiga hari berturut-turut setelah 
penangkapannya, dirinya diserang berulang 
kali dan diancam akan dibunuh oleh petugas 
kepolisian sampai dia “mengaku”. Meski demikian, 
sidang pengadilan justru menguatkan keabsahan 
“pengakuan” Zulfiqar tersebut. Sebulan setelah 
persidangan dilaksanakan, pria yang sebelumnya 
mengidentifikasi Zulfiqar sebagai pemasok 
heroin memberikan bukti di pengadilan bahwa 
dirinya melakukan hal itu di bawah tekanan, 
dan menandatangani pernyataan tertulis yang 
menguatkan bukti Zulfiqar bahwa 300 gram heroin 
itu bukan milik Zulfiqar. Pernyataan tertulis itu 
ditolak dan keputusan hukuman mati terhadap 
Zulfiqar tetap berlaku.62 Pemerintah Indonesia 
telah membuat kajian internal yang membuktikan 
bahawa dia tidak bersalah, tetapi pemerintah tidak 
bertindak atasnya.63

Catatan medis Zulfiqar menunjukkan bahwa 
kondisi kesehatannya sangat buruk dan kritis 
setelah mengalami penyiksaan dan penganiayaan 
dari pihak berwenang. Beberapa tahun setelah 
ditangkap dan masih dalam kondisi medis yang 
parah, Zulfiqar dimasukkan ke dalam daftar 
eksekusi mati. Meskipun Zulfiqar akhirnya 
terhindar dari eksekusi, kondisi kesehatannya 
selama di penjara terus memburuk tanpa akses ke 
perawatan medis yang memadai. Zulfiqar akhirnya 
meninggal di dalam penjara akibat kanker hati 
setelah lebih dari satu dekade menyandang status 
sebagai terpidana mati.
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3.6 Isolasi dan kurangnya jejaring pendukung

Sektor pekerjaan rumah tangga di negara-negara Teluk 
dan Asia Tenggara yang unik, dimana banyak pekerja 
rumah tangga bekerja sekaligus tinggal sehari-hari di 
rumah majikan mereka, menyebabkan para pekerja 
ini tidak memiliki kolega atau kontak di luar rumah. 
Sifat pekerjaan yang terisolasi ini menyebabkan akses 
mereka ke layanan dukungan formal maupun kelompok-
kelompok masyarakat jadi terbatas.64 Akses ke layanan 
dukungan semakin terhambat ketika majikan tidak 
mengizinkan pekerja migran meninggalkan rumah, 
mengakses telepon ataupun perangkat komputer. Banyak 
pekerja rumah tangga migran tinggal dan bekerja di 
daerah-daerah pemukiman pinggiran kota yang tidak 
memiliki fasilitas transportasi umum sehingga mereka 
kesulitan untuk menjangkau kedutaan ataupun tempat 
penampungan pekerja jika tidak dibantu pihak lain. 

65 Selain itu, pekerja migran biasanya mengirimkan 
gaji mereka ke kampung halaman untuk menopang 
kehidupan keluarga mereka di sana. Bagi sebagian orang, 
rasa malu karena belum dianggap sukses di negara 
tempat kerja juga mencegah mereka untuk melarikan 
diri.66 

Dalam situasi seperti itu, mereka yang pergi merantau 
untuk bekerja di negara lain berisiko tinggi menjadi 
korban perdagangan manusia melalui situasi eksploitatif 
yang sengaja dipelihara, serta kondisi yang memaksa 
mereka untuk tetap tinggal di tempat kerja. Kesulitan-
kesulitan ini lebih banyak dialami oleh kaum perempuan 
karena sebagian besar pekerja rumah tangga di negara-
negara Teluk67 dan Asia Tenggara adalah perempuan.68 
Banyak perempuan migran terpidana mati di negara-
negara Teluk sangat berpeluang menjadi korban 
kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.69 
Dengan pengecualian Bahrain dan UEA, tinggal di dalam 
rumah majikan merupakan satu-satunya pilihan legal bagi 
pekerja rumah tangga di negara-negara Teluk.70

Kondisi kerja yang sangat eksploitatif dan tidak aman ini, 
ditambah dengan isolasi sosial dan kurangnya jejaring 
pendukung, dapat memicu pekerja migran melakukan 
tindakan kekerasan dalam rangka membela diri, yang 
dalam beberapa kasus kemudian mengarah pada 
dakwaan yang berujung pada hukuman mati.  

Dalam menghadapi  tuntutan hukuman mati, pekerja 
migran seringkali kekurangan jejaring dukungan setempat 
untuk membantu navigasi proses hukum, mendapatkan 
kuasa hukum, atau memberikan dukungan emosional 
yang sangat dibutuhkan. Rekan-rekan mereka sesama 
warga negara asing mungkin enggan memberikan 
dukungan atau bersaksi yang meringankan, karena 
khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri.

Satinah Binti Jumadi Ahmad adalah seorang 
PRT asal Indonesia yang dihukum karena 
membunuh majikannya di Arab Saudi. 
Satinah yang menjadi sasaran pelecehan 
fisik dan emosional selama berbulan-bulan 
oleh majikannya, mengakui telah melakukan 
pembunuhan tersebut tetapi bersikeras bahwa 
hal itu dilakukannya untuk membela diri.71  
Saat itu dia sedang memasak di dapur ketika 
majikannya menjambak rambutnya dengan 
marah dan berusaha membenturkan kepalanya 
ke dinding. Satinah membela diri dengan 
memukul leher majikannya dengan penggiling 
adonan.72  Dia terhindar dari eksekusi setelah 
pemerintah Indonesia membayar 1,8 juta dolar 
AS kepada keluarga korban (pembayaran seperti 
ini dikenal sebagai “diyya”).73 Satinah telah 
pulang ke Indonesia pada September 2015.74 
Anak Satinah dapat bekerja di BP2MI Semarang. 
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3.7 Kondisi kerja yang kejam

Negara-negara Teluk merupakan penerima pekerja rumah 
tangga migran perempuan terbesar di dunia, sekitar 
1,6 juta: sekitar 19% dari seluruh pekerja rumah tangga 
dunia tinggal di negara-negara tersebut.75  Pekerjaan 
rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pekerjaan 
perempuan migran di negara-negara Teluk, yaitu 62%.76

Namun kondisi kerja yang digeluti banyak pekerja ini 
sangat menyedihkan. Misalnya, menyusul kunjungannya 
ke Kuwait pada tahun 2016, Pelapor Khusus tentang 
perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-
anak, mencatat bahwa banyak pekerja rumah tangga 
mengalami pelecehan fisik dan mental mulai dari tidak 
diberi makan hingga dipukuli, tidur di lantai dapur atau 
balkon, didorong dari balkon apartemen, dikurung di 
dalam rumah, dilarang mengakses layanan kesehatan 
dan komunikasi dengan pihak luar, pelecehan, serangan 
secara seksual dan pelecehan psikologis termasuk 
pernyataan rasisme dan xenofobia. Pelapor Khusus 
tersebut melihat bahwa sang majikan, yang membiayai 
pekerja rumah tangga mereka, menilai tindakan mereka 
(terutama menahan paspor) sebagai bentuk “jaminan” 

untuk mendapatkan manfaat dari uang yang telah 
mereka keluarkan.77  Meskipun undang-undang melarang 
majikan menyita paspor pekerja rumah tangga, namun 
pelaksanaannya sangat lemah: dengan pengecualian 
larangan satu tahun untuk mensponsori pekerja rumah 
tangga, tidak ada sanksi lainnya yang diberikan untuk 
tindakan mereka menyita paspor pekerja migran. 78

Masalah sistemik ini juga terdapat di negara-negara 
Teluk lainnya, yang sebagian besar menerapkan sistem 
sponsor yang dikenal sebagai sistem kafala.79 Dalam 
sistem ini pekerja yang meninggalkan tempat kerja 
mereka tanpa izin majikannya berisiko dituduh melarikan 
diri, status izin tinggalnya dicabut dan kemudian ditahan 
dan dideportasi. Akibatnya majikan dapat mengancam 
untuk mengajukan tuntutan melarikan diri palsu dengan 
maksud untuk menjebak pekerja dalam pekerjaan 
eksploitatif.80 Dengan latar belakang situasi pelecehan dan 
eksploitasi semacam itu, pekerja rumah tangga asing di 
negara-negara Teluk justru terancam hukuman mati jika 
terlibat dalam tuduhan membunuh majikan mereka atau 
anggota keluarga majikan mereka.  
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Abdullah* adalah seorang pekerja migran 
dari Bangladesh yang datang ke Malaysia 
untuk bekerja di sektor jasa. Gajinya tidak 
dibayar seperti yang dijanjikan semula 
setelah bekerja selama lebih dari 2 tahun. 
Abdullah mengadukan majikannya untuk 
kasus perburuhan karena gagal membayar 
gajinya dan memenangkan kasus tersebut. 
Majikan tetap menolak untuk membayar 
gajinya. Sebagai taktik intimidasi, mereka 
meminta bantuan seorang petugas kepolisian 
untuk melakukan penggerebekan di rumah 
Abdullah dan menangkapnya atas tuduhan 
kepemilikan narkoba yang direkayasa. Abdullah 
menyaksikan petugas polisi mengambil 
sebungkus zat putih dari saku mereka 
sendiri dan berpura-pura menemukannya di 
bawah sofa rumahnya saat penggerebekan 
berlangsung. Abdullah ditangkap dan didakwa 
atas kepemilikan narkoba. Karena kurangnya 
bukti, kasus Abdullah akhirnya dibatalkan dan 
dia tidak dihukum karena pelanggaran narkoba 
tersebut.86

Situasi serupa juga terjadi di negara-negara Asia 
Tenggara, di mana Organisasi Perburuhan Internasional 
PBB (ILO) dan Organisasi Internasional tentang Migrasi 
(IOM) melaporkan bahwa “banyak migran intra-ASEAN 
dipekerjakan secara tidak wajar dalam status kerja 
yang tidak jelas. Terlepas dari status hukum maupun 
dokumen yang mereka pegang, para migran… seringkali 
menghadapi eksploitasi dan pelecehan karena minimnya 
perlindungan hak-hak tenaga kerja yang mereka terima 
selama perekrutan maupun setelah bekerja... Perempuan 
menghadapi tantangan lainnya dalam mengakses 
peluang migrasi yang aman dan legal, yaitu jenis 
pekerjaan yang biasanya tersedia bagi mereka seringkali 
memiliki bayaran yang lebih sedikit dan jaminan 
perlindungan hukum yang lebih terbatas”.85

Darsem Binti Dawud Tawar juga seorang PRT asal 
Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab 
Saudi. Darsem membunuh salah satu kerabat 
majikannya dalam rangka membela diri dari 
percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh 
laki-laki itu.83 Nyawanya akhirnya terselamatkan 
setelah adanya intervensi pemerintah Indonesia, 
yang mengumpulkan dana untuk diyya (sebagian 
melalui sumbangan masyarakat). Darsem memiliki 
seorang putra berusia lima tahun.84

Tuti Tursilawati adalah seorang warga negara 
Indonesia yang tiba di Arab Saudi pada bulan 
September 2009 untuk bekerja sebagai 
PRT. Dilaporkan secara terbuka bahwa Tuti 
mengalami pelecehan seksual oleh majikannya 
selama berbulan-bulan saat dia bekerja 
di sana.81 Pada tanggal 11 Mei 2010, ketika 
majikannya mencoba memperkosanya, Tuti 
memukulnya dengan tongkat dalam usahanya 
untuk membela diri yang mengakibatkan 
majikannya itu meninggal. Tuti lalu melarikan 
diri dan ditangkap oleh polisi setempat. 
Tidak ada penyelidikan yang dilaporkan 
telah dilakukan terhadap dugaan percobaan 
pemerkosaan atau pelecehan seksual yang 
dialami Tuti. Tuti dieksekusi pada tanggal 29 
Oktober 2018 di Arab Saudi. 82

* Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.
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3.8 Kerentanan menjadi korban perdagangan manusia 

Pekerja migran lebih rentan menjadi korban perdagangan 
manusia karena kemiskinan relatif, isolasi dan pekerjaan 
mereka yang bersifat transnasional. Seperti yang dinyatakan 
di atas, secara sosial ekonomi mereka kurang beruntung 
dan tidak memiliki akses ke jejaring pendukung yang dapat 
melindungi mereka dari praktik perdagangan manusia.

Dalam kasus dimana pekerja migran memenuhi standar 
hukum untuk mendapatkan perlindungan sebagai 
korban perdagangan manusia dan telah diperdagangkan 
untuk melakukan kejahatan yang diancam hukuman 
mati, penerapan hukuman mati kemungkinan besar 
akan melanggar prinsip non-hukuman, dimana korban 
perdagangan tidak boleh dihukum untuk pelanggaran 
yang mereka lakukan sebagai akibat dari situasi mereka 
sebagai orang yang diperdagangkan.87

Hukum internasional untuk penghukuman individu 
dalam kasus-kasus pidana mati juga mensyaratkan 
bahwa keadaan pribadi individu yang terancam 
hukuman mati harus dipertimbangkan. Kondisi mereka 
yang telah dieksploitasi melalui perdagangan manusia 
merupakan hal yang relevan untuk dipertimbangkan 
oleh pengadilan yang mengadili perkara meskipun 
orang tersebut dianggap pengadilan pemeriksa perkara 
belum memenuhi ambang batas hukum sebagai korban 
perdagangan manusia. 

Penelitian kami menunjukkan bahwa buruh migran yang 
menjadi korban potensial perdagangan manusia tidak 
mendapatkan perlindungan prinsip non-hukuman dan 
status mereka sebagai korban perdagangan manusia tidak 
dipertimbangkan dalam proses hukum.
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Pekerja migran sangat rentan kepada perdagangan narkoba yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia. Ini 
berkontribusi pada risiko mereka menghadapi hukuman mati kerana pelanggaran narkoba membawa hukuman mati di 
begitu banyak negara Teluk dan Asia Tenggara. Buruh migran menjadi sasaran pengedar narkoba karena mereka biasanya 
lemah secara sosial ekonomi,88 melintas negara untuk membuat kerja dan pada saat yang sama seringkali terisolasi dan 
tanpa jejaring dukungan setempat. 

Keterlibatan dalam pengiriman narkoba - terutama oleh perempuan - seringkali merupakan buah dari eksploitasi, 
pemaksaan, kekerasan, dan penyalahgunaan posisi mereka yang rentan akibat himpitan sosial ekonomi.89 Dewan Hak 
Asasi Manusia PBB menyoroti hubungan antara kemiskinan, peran keluarga dan pelanggaran narkoba oleh perempuan, 
yang seringkali memiliki peran sekunder dalam tindak kejahatan karena hanya diharapkan melakukan tugas-tugas 
tingkat rendah - tetapi berisiko tinggi, seringkali atas perintah pasangan pria mereka.90 Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa pengedar narkoba menargetkan wanita karena mereka dianggap tidak terlalu menarik perhatian ketimbang pria. 
Perempuan juga cenderung tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh narkoba untuk dijual lagi demi mendapatkan 
keuntungan, yang selanjutnya membuat mereka dieksploitasi oleh para pedagang manusia.91 

Ada juga bidang pekerjaan tertentu yang digeluti pekerja migran (seperti industri seks92 dan perikanan93) yang memiliki 
prevalensi penggunaan narkoba tinggi, baik karena kebutuhan ataupun karena paksaan oleh majikan. Keadaan ini juga 
membuat para pekerja migran menarik perhatian para pengedar narkoba dan membuat mereka rentan dieksploitasi.

Di Malaysia, Wilfrida Soik  yang merupakan 
korban perdagangan manusia pada 25 Agustus 
2015 di Mahkamah Rayuan Putrajaya Malaysia, 
diputuskan vonis bebas dari hukuman mati bagi 
Wilfrida. Meski sudah bebas sejak 2015, Wilfrida 
masih harus menunggu surat pengampunan 
dari Sultan Kelantan selama hampir 6 tahun 
hingga akhirnya bisa pulang ke Indonesia pada 
20 Mei 2021. Wilfrida lahir di Belu Nusa Tenggara 
Timur (NTT) pada 12 Oktober 1993, namun 
dipalsukan dalam paspor menjadi 8 Juni 1989. 
Diberangkatkan pada 23 Oktober 2010 melalui 
jalur Jakarta - Batam - Johor Bahru. Dari Johor 
Bahru, Wilfrida dibawa langsung ke Kota Bharu, 
Kelantan, dan kemudian ditempatkan bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga di rumah majikan 
Yeoh Meng Tatt, Kota Bharu, Kelatan. Wilfrida 
merupakan korban perdagangan orang atau 
trafficking. Pada saat diberangkatkan, umur 
Wilfrida baru 17 tahun. Menurut informasi yang 
disampaikan oleh Wilfrida pada 11 Desember 
2010 kepada petugas Kedutaan Besar Republik 
Indonesia Kuala Lumpur di Kantor Polisi 
Daerah Pasir Mas, Kelantan, majikan Wilfrida 
temperamental (sering marah dan memukul). 
Merasa tidak tahan lagi dimarahi dan dipukul 
oleh majikannya, maka pada tanggal 7 
Desember 2010, Wilfrida melakukan pembelaan 
diri dengan melawan dan mendorong 
majikannya itu hingga jatuh dan berakhir 
dengan kematian majikan.94 

Di Indonesia, Merri Utami menghabiskan hampir 
20 tahun di penjara menunggu eksekusi setelah 
dinyatakan bersalah karena mengimpor narkoba 
secara ilegal. Merri terlibat dalam pernikahan 
yang penuh kekerasan dimana dia “tidak berdaya 
- atau tidak memiliki kekuatan finansial” untuk 
keluar dari ikatan pernikahan tersebut. Hutang 
judi suaminya semakin menambah beban 
keuangan dia dan kedua anaknya. Dia akhirnya 
bekerja sebagai pramurukti seorang wanita lanjut 
usia di Taipei, dimana dia dibayar 94 dolar AS per 
bulan. Akhirnya Merri meninggalkan suaminya 
dan memulai hubungan romantis di Taipei 
dengan “Jerry”, yang mendukung Merri secara 
finansial, sehingga dia bisa berhenti bekerja 
sebagai pramurukti. Suatu saat dalam hubungan 
mereka, keduanya pergi berlibur ke Nepal dan 
Jerry memberi Merri sebuah tas sebagai hadiah, 
sebelum tiba-tiba harus meninggalkan Nepal 
karena “urusan mendesak”. Saat Merri kembali ke 
Indonesia sendirian dengan membawa tas hadiah 
tersebut, petugas bandara menemukan heroin di 
lapisan tas yang dia bawa. Merri sama sekali tidak 
menyangka tas itu berisi narkotika.95
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Kegagalan negara dalam 
menerapkan perlindungan 
bagi pekerja migran

4.1 Hak atas pemberitahuan, akses dan bantuan konsuler 

Baik negara pengirim maupun penerima memiliki 
kewajiban terkait dengan bantuan konsuler. Akses ke 
bantuan konsuler merupakan perlindungan penting 
yang harus diberikan kepada mereka yang menghadapi 
hukuman mati di luar negeri. Berdasarkan Pasal 36 
Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Pasal 16 
(7) Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan 
Anggota Keluarganya  (‘Konvensi Pekerja Migran’), negara 
penerima harus segera memberitahu setiap tahanan 
asing tentang hak mereka atas pemberitahuan kepada 
pihak konsulat perihal penahanan diri mereka dan untuk 
berkomunikasi dengan perwakilan konsuler. 

Mahkamah Internasional telah menjelaskan bahwa hak 
untuk pemberitahuan dan akses ke bantuan konsuler 
muncul begitu diketahui bahwa orang yang bersangkutan 
adalah warga negara asing, atau terdapat alasan untuk 
menyimpulkan bahwa orang tersebut mungkin warga 
negara asing. 96 Selain itu, hak atas bantuan konsuler yang 
diberikan oleh Konvensi Wina merupakan bagian dari hak 
atas peradilan yang adil. 97  Konsekuensinya, kegagalan 
negara penerima untuk segera memberitahu warga 
negara asing yang ditahan tentang hak mereka untuk 
mendapatkan bantuan konsuler dalam kasus hukuman 
mati merupakan pelanggaran hak atas peradilan yang 
adil dan hak untuk hidup, yang melanggar Pasal 6 dan 14 
ICCPR. 98  

Bantuan konsuler merupakan perlindungan yang sangat 
penting khususnya bagi para migran tidak berdokumen 
dan mereka yang bekerja di sektor yang tidak diatur, 
sebuah kelompok yang mungkin sangat rentan terhadap 
eksploitasi disebabkan oleh kerawanan posisi mereka.99 

Hal ini disebabkan karena pengadilan dan para ahli 
internasional telah mengakui bahwa bantuan konsuler 
yang memadai dapat membantu mengurangi masalah-
masalah yang menimbulkan kerentanan yang sudah 
dijelaskan di bagian sebelumnya, termasuk fakta bahwa 
pekerja rumah tangga yang terisolasi karena tinggal 
dan bekerja di rumah majikan mereka mungkin tidak 
dapat mengakses bantuan jika terjadi pelecehan atau 
eksploitasi.100 Selain itu, konsulat dapat memastikan 
ketersediaan kuasa hukum dan interpretasi yang 
efektif, yang merupakan kunci untuk memastikan 
berlangsungnya peradilan yang adil dan kemampuan 
untuk membela diri yang baik dari ancaman hukuman 
mati.101 

Pada tahun 2019, Pelapor Khusus untuk eksekusi 
ekstra yudisial yang ringkas atau sewenang-wenang 
menegaskan bahwa negara pengirim juga memiliki 
kewajiban untuk melindungi hak hidup warga negaranya. 
Data menunjukkan bahwa pemberian bantuan konsuler 
yang memadai oleh negara pengirim berdampak langsung 
pada hak hidup warga mereka.102 Oleh karena itu, Pelapor 
Khusus telah meminta semua negara agar mengambil 
semua langkah yang mungkin untuk memastikan 
warganya tidak menghadapi hukuman mati di luar 
negeri.103  Pelapor Khusus menegaskan bahwa kegagalan 
negara asal untuk memberikan bantuan konsuler yang 
memadai, setelah diberitahu bahwa salah satu warganya 
menghadapi hukuman mati di luar negeri, merupakan 
pelanggaran atas tanggung jawabnya untuk melindungi 
hak untuk hidup sesuai dengan Pasal 6 ICCPR104 - atau 
seperti yang dikatakan oleh Pelapor Khusus, “keputusan 
untuk menahan bantuan konsuler menjadikan negara asal 
terlibat dalam pembunuhan sewenang-wenang”.105

Penelitian dan konsultasi yang dilakukan dengan organisasi-organisasi yang mewakili pekerja migran dan keluarganya 
menunjukkan bahwa, jika ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada saat ini diterapkan dengan benar, akan 
membantu mencegah kerentanan pekerja migran terhadap pelanggaran yang menyertai penerapan hukuman mati. 

Bagian ini membahas ketentuan-ketentuan tersebut dan mengkaji mengapa dan bagaimana negara gagal 
menerapkannya, serta menyoroti contoh-contoh praktik terbaik dan dampak positifnya terhadap kasus-kasus hukuman 
mati individual. 

4
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Pelapor Khusus juga merinci langkah-langkah minimum 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa negara pengirim 
memenuhi kewajiban hukum internasional mereka 
untuk memberikan bantuan konsuler yang memadai 
kepada warganya yang menghadapi hukuman mati di 
luar negeri dan menunjukkan pula sejumlah praktik 
terbaik oleh negara-negara yang telah memberikan 
bantuan konsuler yang memadai kepada warganya 
yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, seperti 
Indonesia.106 Bantuan konsuler yang memadai dalam kasus 
hukuman mati mencakup (tetapi tidak terbatas pada): 
menyediakan kuasa hukum yang ahli dan bantuan ahli 
lainnya jika diperlukan, pernyataan yang berulang dan 
serius  mengenai hukuman mati dan pelanggaran hak asasi 
manusia yang terkait dengan kasus tersebut, membantu 
tim pembela mempersiapkan kasus dengan mendukung 
penyelidikan yang dilakukan pembela di negara pengirim, 
dan menghadiri persidangan kasus tersebut. Jika terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia, negara pengirim harus 
mempertimbangkan semua kemungkinan bentuk 
tekanan konsuler dan politik untuk mendapatkan 
pertanggungjawaban negara terkait.107 

Ada perbedaan signifikan antar negara-negara pengirim 
mengenai tingkat dukungan konsuler yang ditawarkan 
kepada warga negaranya yang menghadapi hukuman 
mati di luar negeri.108  

Indonesia memperlihatkan contoh yang baik 
tentang seberapa besar dampak bantuan 
konsuler yang memadai oleh negara pengirim. 
Hukum pancung terhadap Ruyati Binti Sapubi di 
Arab Saudi pada tahun 2011 yang dilaksanakan 
tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang 
Indonesia dan dijalankan setelah persidangan 
yang tidak menyediakan akses ke pengacara 
bagi terdakwa, mendorong Kementerian Luar 
Negeri Indonesia untuk membentuk Bantuan 
dan Perlindungan Hukum Indonesia Unit Luar 
Negeri untuk melindungi WNI yang menghadapi 
tuntutan pidana di luar negeri.109 Unit ini 
mencari dan mendanai bantuan hukum dan 
penerjemah bagi para tahanan dan melakukan 
advokasi tingkat tinggi dengan tujuan untuk 
mendapatkan grasi. Menyusul kunjungan Unit 
ke negara-negara tujuan utama di Timur Tengah, 
Indonesia kemudian menempatkan sejumlah 
pengacara di kedutaan Indonesia di beberapa 
negara untuk membantu pekerja migran yang 
menghadapi masalah-masalah hukum serius 
di luar negeri. Pada tahun 2013, Unit telah 
membantu 110 WNI menghindari hukuman 
mati di luar negeri, 110 dan pada tahun 2018, 
sebanyak 392 orang telah berhasil diselamatkan 
dari jumlah keseluruhan 583 WNI yang divonis 
mati antara tahun 2011 dan 2018.111 
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4.2 Perlindungan dalam pelaksanaan hukuman mati

Hukum internasional menetapkan sejumlah perlindungan yang harus dihormati dalam kasus hukuman mati. 
Implementasi yang tepat dari perlindungan ini akan menyelamatkan banyak pekerja migran dari risiko hukuman mati. 

4.2.1 Hak persamaan dan hak untuk 
menghidup tanpa diskriminasi 
Penerapan hukuman mati harus sejalan dengan 
ketentuan-ketentuan ICCPR lainnya - termasuk hak atas 
kesetaraan dan non-diskriminasi.112  Penerapan hukuman 
mati yang diskriminatif merupakan perampasan hidup 
yang sewenang-wenang dan karenanya merupakan 
pelanggaran hak untuk hidup.113 

Negara-negara yang bukan anggota ICCPR wajib 
mematuhi prinsip fundamental ini karena telah 
ditegaskan kembali oleh sejumlah perjanjian dan 
mekanisme internasional, termasuk Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan,114 Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial,115 
Konvensi Penyandang Disabilitas,116 Konvensi Hak Anak117 
dan Konvensi Pekerja Migran.118 Di tingkat regional, 
perlindungan terhadap diskriminasi dikukuhkan dalam 
Piagam Arab119 dan dalam Deklarasi HAM ASEAN.120

Sebagaimana dijelaskan di atas, akses ke bantuan 
konsuler, penasehat hukum dan penerjemah adalah 
contoh hak-hak penting atas peradilan adil yang dapat 
membantu menangkal diskriminasi dalam kasus 
hukuman mati. 

4.2.2 Hak atas peradilan yang adil 
Negara-negara juga bertanggung jawab untuk 
memastikan pemberian peradilan yang adil kepada 
setiap orang yang menghadapi hukuman mati. Terlepas 
dari hak peradilan yang adil seperti tercantum dalam 
Pasal 14 ICCPR (kegagalan untuk menegakkannya dalam 
kasus hukuman mati akan mengakibatkan terjadinya 
perampasan nyawa secara sewenang-wenang), Deklarasi 
HAM ASEAN juga melindungi hak atas peradilan yang adil 
melalui Pasal 20, dan Piagam Arab mengatur hal yang 
sama dalam Pasal 7.

Dalam Tanggapan Umum-nya tentang hak untuk hidup, 
Komite Hak Asasi Manusia PBB mengutip banyak contoh 
pelanggaran hak atas peradilan yang adil, termasuk 
penggunaan pengakuan paksa, tidak tersedianya bantuan 
hukum yang efektif, kurangnya bantuan penerjemah 
yang sesuai dan kurangnya keadilan secara umum dalam 
proses pidana.121 Seperti yang dapat dilihat dari beberapa 
studi kasus dalam laporan ini, pelanggaran-pelanggaran 
semacam itu lazim terjadi di negara-negara Teluk dan 
Asia Tenggara dalam kasus-kasus pekerja migran yang 
menghadapi hukuman mati.
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4.2.3 Hak atas grasi 
Banyak negara yang tidak menjunjung tinggi hak 
kaum migran yang menghadapi hukuman mati 
untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan 
hukuman. Intervensi negara pengirim sangat penting 
artinya untuk memastikan terpenuhinya hak ini. Hak 
untuk mendapatkan grasi dikodifikasi dalam beberapa 
instrumen internasional, termasuk, khususnya, Pasal 6 
(4) ICCPR, yang memberikan hak untuk memohon grasi 
atau keringanan hukuman kepada siapa pun yang dijatuhi 
hukuman mati.

Berbeda dengan warga negara Bahrain dan Filipina, warga 
negara Bangladesh penerima hukuman mati di Bahrain 
tidak pernah mendapatkan pengampunan maupun 
keringanan hukuman dalam sepuluh tahun terakhir.122 

Di negara-negara yang mengikuti hukum syariah, 
hukuman mati tersedia sebagai hukuman untuk 
pelanggaran yang melibatkan pembunuhan atau kasus 
serius melukai tubuh secara sengaja yang dikenal sebagai 
qisas. Al-Qur’an juga membuat ketentuan untuk tindakan 
alternatif melalui pengampunan dan restitusi korban. 
Al-Qur’an mendorong korban (atau keluarganya) untuk 
memaafkan pelaku dan mencari kompensasi finansial 
(diyya - terkadang disebut ‘uang darah’) sebagai tindakan 
amal atau penebusan dosa yang merupakan alternatif 
atas penuntutan balas melalui eksekusi.123

Standar hukum internasional umumnya menggariskan 
bahwa prosedur grasi harus bermakna, efektif,124 adil 
dan transparan.125 Pelapor Khusus untuk eksekusi 
ekstra yudisial yang ringkas atau sewenang-wenang 
menyatakan bahwa sistem seperti pembayaran diyya 
tidak selalu bertentangan dengan hukum hak asasi 
manusia internasional, hanya saja ia harus dijalankan 
dengan cara non-diskriminatif sehingga tidak melanggar 
hak atas proses hukum yang adil, termasuk hak atas 

penyelesaian akhir berupa putusan pengadilan dan 
hak untuk memohon pengampunan atau keringanan 
hukuman dari otoritas negara.126 Namun, karena 
bergantung pada pengaruh sosial dan politik yang dimiliki 
keluarga terdakwa untuk mempengaruhi keluarga korban 
dan sarana keuangan untuk membayar kompensasi, 
diyya kemudian menjadi hak istimewa yang hanya dapat 
dinikmati oleh terdakwa yang lebih kaya dan umumnya 
tidak dapat diakses oleh sebagian besar pekerja migran 
yang menghadapi hukum mati. 

Oleh karena itu, di negara-negara yang mengizinkan 
keluarga korban untuk menerima pembayaran diyya 
sebagai pengganti hukuman mati, harus ada langkah-
langkah untuk memastikan pekerja migran juga 
mendapatkan haknya untuk memperoleh pengampunan 
atau keringanan hukuman. 

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang 
sangat maju dalam mengumpulkan dana publik untuk 
pembayaran diyya agar warganya yang menjadi terpidana 
mati di luar negeri dapat dibebaskan. 

Dalam kasus seorang PRT yang dituduh 
membunuh majikannya di salah satu negara 
teluk, terkumpul dana signifikan yang berasal 
dari berbagai sumber, termasuk berbagai 
organisasi amal dan pemerintah daerah. 
Hasilnya, PRT itu akhirnya dibebaskan, setelah 
beberapa dekade sebagai terpidana mati.127  
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4.2.4 Larangan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba 
 
Pemberlakuan hukuman mati untuk pelanggaran 
narkoba melanggar prinsip hukum internasional bahwa 
hukuman mati hanya boleh dijatuhkan untuk ‘kejahatan 
paling serius’, yang didefinisikan sebagai “kejahatan 
dengan tingkat kegawatan yang ekstrim, yang melibatkan 
pembunuhan yang disengaja.”128

Semua negara Teluk mempertahankan hukuman mati 
untuk pelanggaran narkoba, termasuk dalam situasi-
situasi yang dijelaskan di atas, dimana seseorang 
terlibat dalam pelanggaran narkoba dikarenakan 
posisi sosial ekonomi mereka yang lemah, eksploitasi 
dan perdagangan manusia. Hukuman mati juga masih 
dipakai untuk pelanggaran narkoba di negara pengirim 
dan penerima di Asia Tenggara - termasuk di Indonesia, 
Malaysia, Singapura dan Myanmar.129  Yang lebih 
mengkhawatirkan adalah di Filipina, dimana sebanyak 
dua puluh tiga rancangan undang-undang telah diajukan 
ke parlemen pada Agustus 2020 yang menyerukan 
pemulihan hukuman mati, termasuk untuk pelanggaran 
narkoba. 130 

Masih diterapkannya hukuman mati di dalam negeri dalam 
kasus narkoba berpeluang besar merusak upaya advokasi 
negara-negara tersebut untuk warga negara mereka sendiri 
yang menghadapi hukuman mati di luar negeri.

Data yang dikumpulkan di Singapura pada tahun 2017 
menunjukkan bahwa “dalam kasus peredaran narkoba, 
terpidana mati warga negara asing menempati proporsi 
yang signifikan (23%). Malaysia, satu-satunya negara yang 
berbatasan dengan Singapura, merupakan negara asing 
yang warganya paling banyak terlibat, negara-negara 
lainnya yang warganya juga sering terlibat adalah Indonesia, 
Nigeria dan Vietnam.”131 Di Malaysia, sebanyak 146 wanita 
dijatuhi hukuman mati karena terlibat perdagangan narkoba 
antara tahun 1985 dan 2019, dan setidaknya 7 diantaranya 
merupakan pekerja rumah tangga.132 

Christine* adalah warga negara Filipina yang 
mendapat hukuman mati setelah ditangkap 
oleh petugas bandara di Indonesia, dengan 
koper berisi narkoba. Sebelumnya Christine 
dijanjikan pekerjaan di Malaysia oleh seorang 
teman kepercayannya di desa. Dia berasal 
dari keluarga miskin yang berprofesi sebagai 
pemulung plastik dan sampah lainnya, dan 
merupakan orang tua tunggal dari dua anak 
kecil. Saat itu dia baru saja meninggalkan 
pekerjaannya sebagai pekerja rumah tangga 
di sebuah negara Teluk, karena majikannya 
berusaha memperkosanya. Christine melakukan 
perjalanan ke Malaysia untuk bekerja 
sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, 
dengan hanya membawa beberapa potong 
pakaian dalam kantong plastik, dan selama 
beberapa hari pertamanya di sana, temannya 
membelikannya pakaian baru. Selanjutnya, 
teman itu mempersiapkan Christine untuk pergi 
berlibur ke Indonesia, dan memberinya sebuah 
koper untuk tempat pakaian barunya. Ketika 
Christine tiba di Indonesia, setelah menjalani 
pemeriksaan dengan sinar x, petugas bea cukai 
menemukan heroin yang dikemas di lapisan 
dalam kopernya. Christine akhirnya dijatuhi 
hukuman mati melalui proses pengadilan yang 
tidak dipahaminya karena dia tidak memiliki 
penerjemah bahasa Tagalog, satu-satunya 
bahasa yang dia pakai saat itu.

*Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.
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Mohammed Afzal adalah seorang pekerja 
pabrik di negara asalnya, Pakistan, sebelum 
pergi merantau ke Arab Saudi pada tahun 
2005. Agen tenaga kerja yang membawahinya 
memerintahkan agar dia dibius dan 
memaksanya untuk menelan kapsul heroin, 
sebelum mengantarnya ke pesawat menuju Arab 
Saudi. Dia ditangkap pada saat kedatangan dan 
dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009.133 

Dari 185 eksekusi mati yang dilaksanakan di Arab Saudi 
pada tahun 2019, 84 diantaranya disebabkan oleh 
pelanggaran narkoba - tahun terburuk dalam catatan 
negara itu sejak Harm Reduction International mulai 
melacak eksekusi terkait narkoba pada tahun 2007. 
Dari 84 eksekusi mati terkait narkoba ini, setidaknya 47 
menimpa warga negara asing (setidaknya 28 diantaranya 
adalah warga negara Pakistan).134 

Reprieve telah mendokumentasikan sejumlah kasus di 
Arab Saudi dimana para terdakwa bertindak sebagai 
kurir narkoba dan kemungkinan besar menjadi korban 
perdagangan manusia, namun mereka tetap dijatuhi 
hukuman mati.  

Meskipun tidak terdapat laporan tentang pelaksanaan 
hukuman mati untuk pelanggaran narkoba di Qatar 
sepanjang tahun 2019 dan 2020, namun dalam 
tujuh bulan pertama tahun 2019, sebanyak 96 warga 
negara India telah ditangkap di bandara Doha karena 
menyelundupkan narkoba. Mereka kemudian bergabung 
dengan 200 warga negara India lainnya yang sudah lebih 
dulu berada di penjara-penjara Qatar dengan tuduhan 
terlibat dalam kasus narkoba.135  Banyak diantara para 
narapidana tersebut melaporkan kesamaan pola yang 
mereka alami, yaitu disuruh terbang ke Qatar untuk 
mengikuti wawancara kerja dengan dibiayai oleh 
‘pemburu bakat’ dan mereka disuruh membawa tas yang 
sudah disiapkan sebelumnya, yang kemudian ditemukan 
berisi narkotika.136  

Meskipun tidak ada eksekusi mati yang dilaksanakan 
di Kuwait sepanjang tahun 2019, setidaknya terdapat 
delapan vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan Kuwait dalam kurun waktu tersebut.137 Salah 
seorang terdakwanya adalah seorang pekerja migran 
India yang, menurut laporan media, tidak memiliki kuasa 
hukum karena dia terlalu miskin untuk mendapatkan 
pengacara.138

Pengenaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba, 
terutama dalam situasi seperti yang dialami oleh pekerja 
migran sebagaimana dijelaskan di sini, bertentangan 
dengan standar hukum internasional yang diterima 
secara luas bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan untuk 
‘kejahatan paling serius’. 139  
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4.2.5 Larangan hukuman mati terhadap kelompok yang dilindungi
Selain membatasi jenis kejahatan yang dapat dikenakan 
hukuman mati, standar-standar internasional juga 
melarang penjatuhan hukuman mati terhadap kategori 
orang tertentu. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun 
pada saat melakukan kejahatan tidak dapat dihukum 
mati, apalagi dieksekusi, berapapun usia mereka pada 
saat vonis dijatuhkan.140 Negara-negara penandatangan 
Piagam Arab juga merupakan penandatangan Konvensi 
Hak Anak, yang melarang mereka menerapkan hukuman 
mati kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. 
Jika ada keraguan mengenai usia seseorang, mereka 
harus dianggap berusia di bawah 18 tahun, kecuali dan 
sampai penuntutan terbukti sebaliknya.141 Arab Saudi 
merupakan salah satu penandatangan Piagam Arab 
dan telah berjanji secara terbuka untuk mengakhiri 
hukuman mati bagi anak-anak, tetapi mereka masih terus 
menjatuhkan hukuman mati dan mengeksekusi orang-
orang yang dihukum karena kejahatan yang mereka 
lakukan saat berusia di bawah 18 tahun.142 

Di ujung lain spektrum usia, Dewan Ekonomi dan Sosial 
PBB merekomendasikan agar negara menetapkan batas 
usia maksimum yang memungkinkan seseorang dijatuhi 
hukuman mati atau dieksekusi.143 Hukuman mati juga 
tidak boleh diterapkan pada wanita hamil144 dan ibu yang 
memiliki anak kecil.145 

Negara tidak boleh menghukum mati, atau mengeksekusi 
seorang penyandang disabilitas intelektual maupun 
disabilitas psikososial: termasuk di dalamnya adalah 
mereka yang mengalami disabilitas setelah dijatuhi 
hukuman mati.146 Penelitian kami di kawasan Teluk 
dan Asia Tenggara menegaskan bahwa penyandang 
disabilitas psikososial dan intelektual di kedua kawasan 
tersebut tidak dilindungi dari hukuman mati sebagaimana 
diwajibkan oleh hukum internasional.

Rizana Nafeek adalah seorang pekerja rumah 
tangga asal Sri Lanka yang dieksekusi di Arab 
Saudi pada tahun 2013. Dia ditangkap ketika 
bayi majikannya yang berusia empat tahun 
meninggal dalam asuhannya, dan dia kemudian 
dihukum atas tuduhan pembunuhan tanpa 
memiliki akses ke pengacara atau penerjemah. 
Eksekusinya tetap dilaksanakan meskipun 
terbukti bahwa dia berusia kurang dari 18 tahun 
saat ditangkap: “sebuah agen perekrutan di 
Sri Lanka mengubah tanggal lahir di paspor 
[Rizana] untuk menunjukkan dia sudah berusia 
23 tahun sehingga dapat berangkat ke luar 
negeri untuk bekerja, tapi akta kelahirannya 
menunjukkan dia masih berumur 17 [saat bayi 
yang diasuhnya meninggal]. Pengadilan Tinggi 
di Kolombo, Sri Lanka kemudian menjatuhkan 
hukuman penjara selama dua tahun kepada dua 
agen perekrutan yang terkait dengan tuduhan 
pemalsuan dokumen perjalanan Rizana.”147

Seorang mantan klien Reprieve berkebangsaan 
asing yang ditahan di Arab Saudi, memberikan 
kesaksian tentang interaksinya dengan seorang 
pria bernama Jerome* yang dieksekusi 
meskipun terbukti bahwa Jerome mengalami 
masalah kesehatan mental selama di penjara. 
Jerome adalah seorang pekerja migran asal 
Filipina, yang dipenggal kepalanya pada 
tahun 2014 menyusul tuduhan pembunuhan 
yang dijatuhkan di Arab Saudi terhadap 
dirinya.148 Jerome mengatakan kepada klien 
ini bahwa telah terjadi pelanggaran selama 
berlangsungnya perselisihan antara Jerome dan 
majikannya. Majikan Jerome tidak mengizinkan 
Jerome untuk mengunjungi kerabatnya yang 
sakit, dan mengancam Jerome dengan pistol:

Saya menghabiskan waktu bersama seorang 
tahanan berkebangsaan asing yang dijatuhi 
hukuman mati karena pembunuhan dan 
akhirnya dieksekusi, [Jerome]. […] [Jerome] 
tampaknya memiliki masalah kesehatan mental 
- dia sering berbicara sendiri dan berjalan 
mondar-mandir. Tahanan lain tahu dia akan 
dipancung dan memperlakukannya seperti 
orang yang dihantui kematian - orang mati 
berjalan. Stres menghadapi kematian sangat 
ekstrim, [Jerome] tampak tertutup dan terus 
mengoceh sendiri. [Jerome] sangat takut, dia 
beranggapan dirinya sewaktu-waktu akan 
dieksekusi.149

*Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.



29

4.3 Perlindungan bagi pekerja migran

Selain bantuan konsuler dan perlindungan dalam 
penerapan hukuman mati yang diuraikan di atas, 
pekerja migran juga harus mendapat perlindungan hak 
sebagaimana digariskan dalam Konvensi Pekerja Migran. 

Konvensi Pekerja Migran mencantumkan paket hak-hak 
yang komprehensif bagi pekerja migran dan keluarganya 
dan menggariskan pedoman untuk mempromosikan jalur 
migrasi yang legal dan manusiawi. 

Selain secara eksplisit memberikan hak-hak yang sudah 
tercantum dalam berbagai instrumen PBB dan ILO 
lainnya kepada pekerja migran, konvensi tersebut juga 
memberikan sejumlah jaminan tambahan mengingat 
kerentanan khusus yang dialami pekerja migran. Konvensi 
tersebut membahas kehidupan sehari-hari para migran, 
menegaskan kesetaraan hak mereka atas gaji dan kondisi 
dengan warga negara setempat.150  

Konvensi Pekerja Migran juga menetapkan sejumlah 
hak yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam ICCPR, 
dan termasuk hak atas non-diskriminasi, 151 hak untuk 
hidup, 152 hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan 
atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat,153 hak untuk diperlakukan 
dengan manusiawi dan dengan menghormati 
martabat yang melekat pada diri mereka sendiri ketika 
kebebasannya dirampas, 154 hak atas peradilan yang 
adil,155 hak atas kesetaraan di depan hukum,156 hak atas 
bantuan konsuler157; dan hak untuk diberitahu tentang 
hak-hak mereka secara gratis dan dalam bahasa yang 
mereka pahami.158

Selain itu, Konvensi tersebut juga membebankan 
kewajiban khusus pada negara pengirim dan penerima 
untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap 
penyebaran informasi yang menyesatkan tentang emigrasi 
dan imigrasi,159 dan untuk memberikan akses keadilan 
bagi pekerja migran yang hak-haknya dilanggar.160

Baru sedikit negara yang sudah meratifikasi Konvensi 
Pekerja Migran ini, dan negara-negara penerima memiliki 
tingkat ratifikasi yang sangat rendah: misalnya, belum 
ada satupun negara Teluk yang meratifikasi. Indonesia 
dan Filipina merupakan negara pengirim yang telah 
meratifikasi Konvensi tersebut.161

Dalam rapat Komite Hak-Hak Pekerja Migran pada April 
2021, Komite menyampaikan kekhawatirannya bahwa 
pandemi Covid-19 telah menempatkan pekerja migran 
dan keluarganya pada posisi yang lebih rentan lagi. Dalam 
pertemuan ini Komite mengemukakan perlunya dilakukan 
ratifikasi dan mencatat bahwa negara-negara Uni Eropa 
dan Amerika Serikat belum meratifikasi perjanjian 
tersebut, meskipun mereka termasuk ke dalam kelompok 
negara penerima.162 

Sejumlah negara pengirim telah menandatangani nota 
kesepahaman (‘MOU’) dengan berbagai negara penerima. 
Namun MOU ini tidak dapat berperan sebagai pengganti 
ratifikasi Konvensi Pekerja Migran yang setara karena tidak 
selalu mengikat secara hukum dan MOU yang sudah ada 
saat ini tampaknya tidak memberikan perlindungan yang 
kuat kepada pekerja migran. 

Tinjauan Migrant CARE terhadap MOU antara 
Indonesia dan negara-negara tujuan pada tahun 2016 
mengungkapkan bahwa banyak  yang tidak merujuk pada 
standar HAM sama sekali. Misalnya, Nota Kesepahaman 
tahun 2006 antara Indonesia dan Malaysia hanya memuat 
sedikit ketentuan yang membahas hak-hak migran, dan 
lebih banyak memberikan penekanan pada manfaat 
timbal balik bagi kedua negara.163 

Di tingkat regional, Konsensus ASEAN tentang 
Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran sudah 
meletakkan kerangka kerjasama antar negara dengan 
tujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-
hak pekerja migran. Konsensus tersebut menetapkan 
sejumlah hak dasar yang harus dinikmati oleh setiap 
pekerja migran, termasuk hak untuk memegang paspor 
mereka sendiri,164 hak kesetaraan di depan hukum,165 
hak untuk mencari bantuan dari kedutaan atau konsulat 
mereka,166 dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang 
adil di tempat kerja.167  

Kerja lapangan dan penelitian kami menunjukkan bahwa 
hak-hak ini tidak ditegakkan, terutama dalam kasus-
kasus hukuman mati. Jika ketentuan-ketentuan di atas 
diterapkan dengan lebih baik, berbagai faktor pemicu 
kerentanan pekerja migran terhadap hukuman mati 
sebagaimana diuraikan sebelumnya akan dapat dikurangi.



30

4.3.1 Pendaftaran, pengaturan 
dan pemantauan agen perekrutan
Sepanjang kerja lapangan kami dan dalam kasus-kasus 
yang ditampilkan dalam laporan ini, sejumlah individu 
melaporkan bahwa agen perekrutan terlibat dalam 
eksploitasi yang telah menyebabkan diri mereka divonis 
hukuman mati. 

Sebagian besar pekerja migran direkrut dan ditempatkan di 
luar negeri oleh agen-agen swasta, yang menangani seleksi, 
pelatihan dan keberangkatan mereka.168 Pilihan agen oleh 
calon pekerja migran dapat berdampak signifikan pada 
pengalaman mereka, dimana ragam pelanggaran yang 
dilaporkan yang dilakukan oleh agen perekrutan mencakup 
pembebanan biaya yang terlalu tinggi, penipuan tentang 
sifat dan kondisi kerja, panahanan paspor, dan ancaman jika 
hendak meninggalkan majikan.169  

Negara pengirim perlu mengatur dan memantau aktivitas 
agen perekrutan dengan benar untuk mencegah terjadinya 
pelecehan dan eksploitasi terhadap warga mereka. Negara 
didorong untuk menerima prinsip-prinsip umum ILO 
untuk perekrutan yang adil, yang mengukuhkan prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan larangan pemungutan biaya 
perekrutan, transparansi syarat dan ketentuan kerja, dan 
larangan menyita paspor pekerja migran.170

Dalam hal ini Indonesia telah membuat sejumlah kemajuan 
yang positif. Pada tahun 2017 diberlakukan undang-undang 
baru - Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia171 – yang antara lain mewajibkan agen perekrutan 
untuk membayar setoran minimal 1.500.000.000 Rupiah 
(setara dengan sekitar 100.000 dolar AS) ke bank pemerintah, 
yang akan disita jika mereka tidak memenuhi kewajibannya 
terhadap pekerja migran.172 Kewajiban tersebut mencakup 
untuk tidak menempatkan pekerja migran pada pekerjaan 
yang berbeda dari yang ditentukan dalam kontrak mereka,173 
dan tidak menempatkan pekerja migran di negara-negara 
yang tidak memiliki undang-undang yang melindungi 
pekerja asing, MOU dengan pemerintah Indonesia, atau 
sistem jaminan sosial yang memuat ketentuan-ketentuan 
berkenaan dengan pekerja migran.174 Menurut undang-
undang tersebut, izin penyelenggaraan agen perekrutan 
ditinjau setiap lima tahun sekali, dan dalam rentang waktu 
tersebut, agen diwajibkan untuk menyerahkan laporan 
berkala ke Kementerian Tenaga Kerja mengenai kegiatan 
yang mereka jalankan.175 

Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah studi kasus dalam 
laporan ini, pekerja migran yang melakukan kekerasan 
dalam rangka membela diri rentan terhadap hukuman 
mati. Skenario semacam ini dapat dicegah dengan undang-
undang yang melindungi pekerja dari pelecehan yang 
memicu tindakan pembelaan diri. Selain itu, peluang pekerja 
migran untuk dimanipulasi, dipaksa atau dieksploitasi 
menjadi kurir narkoba akan menjadi sangat kecil jika mereka 
memiliki jejaring pengaman sosial dan finansial.

4.3.2 Pelatihan pra-keberangkatan 
untuk mengedukasi perihal risiko 
yang dihadapi pekerja migran di 
luar negeri
Penelitian yang dilakukan oleh Migrant CARE pada tahun 
2016 menunjukkan bahwa 80% pekerja migran Indonesia 
memperoleh informasi tentang pekerjaan di luar negeri 
dari sponsor, agen atau perantara. 176 Organisasi-
organisasi semacam ini tentu saja memiliki kepentingan 
ketika mempromosikan berbagai keuntungan bekerja 
di luar negeri dan membiarkan calon pelanggan mereka 
tidak mengetahui potensi bahaya yang mungkin akan 
mereka hadapi. Untuk mengatasi hal ini negara pengirim 
harus mewajibkan semua calon pekerja migran untuk 
menjalani pelatihan yang secara khusus menangani risiko-
risiko ini, sehingga mereka mampu membuat keputusan 
yang tepat tentang apakah akan melanjutkan atau tidak 
mengambil pekerjaan di luar negeri.

Pelatihan harus dapat diakses, gratis, dan diperkaya 
dengan pengalaman para pekerja migran yang sudah 
pernah bekerja di luar negeri. Agar efektif, informasi ini 
perlu disampaikan pada tahap awal proses: penelitian 
oleh MigrantRights.org menunjukkan bahwa informasi 
pra-keberangkatan seringkali terlambat sampai kepada 
calon pekerja migran, saat keputusan telah diambil dan 
investasi keuangan sudah dibuat.177 

Memastikan perlindungan yang tepat dari penyiksaan dan 
eksploitasi akan membuat pekerja migran tidak terlalu 
rentan terhadap hukuman mati, karena pelanggaran 
yang memenuhi syarat untuk mendapat vonis hukuman 
mati seringkali dipicu langsung oleh penyiksaan dan 
eksploitasi semacam itu. 
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4.4 Perlindungan bagi korban perdagangan manusia  

Tumpang tindih yang signifikan antara perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, kerentanan pekerja migran menjadi 
kurir narkoba dan prevalensi hukuman mati untuk kejahatan narkoba adalah factor-faktor yang menjadikan upaya-upaya 
melindungi pekerja migran korban perdagangan manusia sebagai bagian penting dari upaya melindungi mereka dari 
hukuman mati. Ketentuan hukum internasional yang melindungi korban perdagangan manusia harus ditegakkan, yang 
prinsip utamanya adalah tidak menghukum kejahatan yang timbul dari perdagangan manusia (prinsip non-hukuman).

4.4.1 Hukum internasional yang melindungi korban perdagangan manusia  
Salah satu instrumen penting perlindungan korban 
perdagangan manusia adalah Protokol untuk Mencegah, 
Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, 
khususnya Perempuan dan Anak tahun 2000, yang sering 
disebut sebagai Protokol Palermo, yang melengkapi 
Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir 
Transnasional. 178 Penandatangan Protokol Palermo 
meliputi Bahrain, Mauritania, Oman, Qatar, Arab Saudi, 
UEA, Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, 
Singapura, dan Filipina. 

Protokol Palermo bertujuan untuk mencegah dan 
memerangi perdagangan manusia, melindungi dan 
membantu para korban perdagangan dengan menghormati 
hak asasi mereka secara penuh, dan mendorong kerjasama 
antar negara penandatangan dalam mencapai tujuan 
tersebut. 179 Negara-negara penandatangan diharuskan 
untuk menyusun kebijakan, program, dan langkah-langkah 
komprehensif lainnya untuk mencegah dan memerangi 
perdagangan manusia. 180  

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2009 
Kelompok Kerja PBB untuk Perdagangan Manusia 
merekomendasikan agar negara menyusun prosedur 
yang tepat untuk mengidentifikasi dan membantu korban 
perdagangan manusia.181  Kegagalan mengidentifikasi 
pekerja migran sebagai korban perdagangan manusia 
tampaknya menjadi masalah utama dalam upaya 
mencegah pemberlakuan hukuman mati terhadap mereka 
untuk kejahatan yang timbul dari perdagangan terhadap 
diri mereka, atau bahwa status mereka sebagai korban 
perdagangan manusia dipertimbangkan dalam mitigasi. 

Menyadari bahwa akar perdagangan manusia terletak 
pada faktor sosial, ekonomi dan budaya, Pelapor Khusus 
untuk perdagangan manusia, terutama perempuan dan 
anak, mendesak negara untuk menargetkan inisiatif-
inisiatif mereka pada kelompok yang paling berisiko182 
dan mengambil tindakan untuk menangani proses 
sistemik atau akar penyebab, yang berkontribusi pada 
perdagangan manusia, seperti ketidaksetaraan, kebijakan 
imigrasi yang ketat dan kondisi ketenagakerjaan yang 
tidak adil, terutama bagi pekerja migran.183  

Hambatan untuk mengakses dukungan yang diidentifikasi 
oleh Pelapor Khusus mencakup tindakan mendeportasi 
para migran yang menjadi korban perdagangan karena 
mereka tidak memiliki status tempat tinggal (atau tidak 
lagi memiliki status tempat tinggal), proses peradilan yang 
panjang, lemahnya ‘dinding pembatas’ antara pengawas 
ketenagakerjaan dan otoritas imigrasi, langkah-langkah 
perlindungan yang tidak memadai bagi korban dan saksi, 
beban pembuktian terbalik, dan pemberian kompensasi 
yang dibuat tergantung pada kerjasama dengan proses 
pidana.184

Di tingkat kawasan, Konvensi ASEAN Melawan 
Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan 
Anak (ACTIP) disusun atas dasar kesadaran maraknya 
perdagangan manusia di dalam dan yang melibatkan 
negara-negara anggota ASEAN. 185 Konvensi ini 
mensyaratkan anggota ASEAN untuk menyusun 
pedoman atau prosedur nasional pengidentifikasian 
korban perdagangan secara tepat; 186 jika perdagangan 
berlangsung di lebih dari satu negara, anggota ASEAN 
diwajibkan untuk menghormati dan mengakui 
pengidentifikasian seseorang sebagai korban 
perdagangan oleh negara anggota ASEAN lainnya.187  Jika 
seorang korban perdagangan manusia diidentifikasi 
sebagai warga salah satu negara ASEAN, negara 
bersangkutan harus memfasilitasi pemulangan mereka, 
dengan memperhatikan keselamatan korban.188  Selain 
itu, negara-negara penandatangan harus mengambil 
langkah-langkah legislatif atau tindakan lainnya agar 
terbentuk program repatriasi bagi mereka yang telah 
diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. 189

Begitu calon korban perdagangan manusia teridentifikasi, 
mekanisme perujukan nasional menjadi alat yang efektif 
untuk memastikan berlangsungnya kerjasama antar 
berbagai lembaga yang terlibat dalam melindungi calon 
korban sehingga mereka memperoleh dukungan yang 
tepat. Meskipun tidak ada keberatan untuk negara-
negara anggota mendorong kerjasama dari para korban 
perdagangan manusia dalam mengidentifikasi dan 
menghukum para pelaku, namun langkah-langkah 
perlindungan tidak boleh dibuat tergantung pada 
kerjasama tersebut. 
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4.4.2 Prinsip non-hukuman  
Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang 
mewajibkan negara untuk memastikan bahwa korban 
perdagangan manusia diakui dan diperlakukan sebagai 
korban kejahatan. Korban tidak boleh dihukum karena 
perdagangan atas dirinya sendiri.190  Untuk memberlakukan 
prinsip penting ini, Kelompok Kerja PBB untuk Perdagangan 
Manusia dan Kantor Komisioner Tinggi HAM Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah meminta negara anggota untuk tidak 
menghukum korban perdagangan manusia atas pelanggaran 
yang terpaksa mereka lakukan. 191 Prinsip non-hukuman 
juga secara eksplisit tertuang dalam Protokol 2014 untuk 
Konvensi Kerja Paksa Organisasi Perburuhan Internasional 
tahun 1930.192 

Semua negara Teluk telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa 
tahun 1930 (No. 29) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 
tahun 2011 (No. 189), dan telah mengadopsi undang-undang 
anti-perdagangan manusia. Namun konvensi-konvensi 
tersebut jarang diterapkan secara efektif. 

Misalnya, Qatar masih tetap menuntut dan mendeportasi 
korban perdagangan karena melanggar undang-undang 
ketenagakerjaan dan imigrasi Qatar, dan mendakwa 
sejumlah korban potensial perdagangan seks dengan 
tuduhan zina (seks di luar nikah).193 Sementara itu, diplomat 
dari beberapa negara pengirim melaporkan bahwa 
pihak berwenang Saudi sering menahan, mendenda dan 
memenjarakan warga negara mereka - termasuk beberapa 
korban perdagangan manusia yang tak teridentifikasi - 
karena pelanggaran imigrasi akibat menjadi korban kerja 
paksa atau perdagangan seks. 194  Otoritas penegak hukum 
dan jaksa serta mereka yang ditugaskan untuk memberikan 
dukungan kepada korban sangat membutuhkan pelatihan 
khusus dalam mengenali berbagai indikator perdagangan 
manusia dan kerja paksa.  

Beberapa negara Asia Tenggara juga telah meratifikasi 
Konvensi Kerja Paksa tahun 1930 (No. 29), termasuk 
Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, 
Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konvensi 
ASEAN merekomendasikan agar negara-negara 
penandatangan tidak menuntut pertanggungjawaban 
pidana terhadapkorban perdagangan manusia atas tindakan 
melanggar hukum yang mereka lakukan, di mana tindakan 
tersebut terkait langsung dengan status mereka sebagai 
korban perdagangan manusia.195

Menghukum mati korban perdagangan karena perbuatan 
yang merupakan konsekuensi langsung dari keadaan 
mereka sebagai orang yang diperdagangkan jelas melanggar 
prinsip non-hukuman dan menyebabkan mereka menjadi 
korban dua kali. Negara-negara perlu melaksanakan prinsip 
non-hukuman dalam hukum domestik.

4.4.3 Pendidikan masyarakat 
Pendidikan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan 
di negara-negara pengirim: kesadaran akan risiko 
perdagangan manusia perlu ditingkatkan sejak dini, 
sehingga calon migran dapat lebih mengenali tanda-tanda 
eksploitasi, dan mereka yang terlibat dalam sistem peradilan 
lebih mampu memastikan terpenuhinya hak-hak korban 
perdagangan manusia. 

Berikut adalah beberapa contoh positif pendidikan 
masyarakat semacam itu: program pelatihan orientasi 
sebelum keberangkatan untuk calon pekerja migran; 
penyebarluasan buku teks dan poster-poster yang 
berisi informasi tentang risiko perdagangan manusia; 
perlindungan siswa sekolah menengah di daerah-daerah 
berisiko tinggi; dan pembuatan video-video YouTube yang 
menampilkan tokoh populer dan lagu-lagu pop yang berisi 
pesan anti kerja paksa. 196  Disamping itu, Malaysia dan Nepal 
telah menyelenggarakan pula lokakarya untuk jurnalis, 
yang bertujuan untuk membangkitkan kepekaan mereka 
terhadap berbagai indikator kerja paksa serta perlindungan 
yang tersedia, dengan tujuan untuk membentuk kesadaran 
publik yang lebih luas tentang masalah-masalah tersebut.197

4.4.4 Regulasi dan pemantauan  
Seperti dijelaskan di atas, pekerja rumah tangga menghadapi 
risiko eksploitasi dan kondisi perburuhan yang abusif, 
mengingat jarangnya dilakukan inspeksi rumah di sebagian 
negara-negara Teluk, meskipun diizinkan.198 Untuk 
mengatasi hal ini, pejabat pemerintah harus secara proaktif 
mencari peluang untuk ‘check in’ dengan para pekerja 
rumah tangga melalui wawancara rahasia, misalnya setiap 
kali izin kerja diperbarui. Mengharuskan pekerja migran 
untuk datang langsung ke kedutaan selama proses ini berarti 
wawancara dapat dilakukan di tempat pribadi, jauh dari 
majikan. Negara pengirim juga dapat memainkan peran 
penting dalam menyediakan ruang dimana pekerja rumah 
tangga dapat membangun jejaring sosial dan mengakses 
dukungan. 

Berdasarkan Undang-Undang Pekerja Migran dan Orang 
Filipina Rantau, di negara-negara dimana terdapat 
konsentrasi besar pekerja migran dari Filipina, kedutaan 
Filipina diharuskan membuka pusat sumber daya Pekerja 
Migran dan Orang Filipina Rantau Lainnya selama 24 jam, 
menyediakan layanan konseling dan hukum, bantuan 
kesejahteraan, orientasi pasca kedatangan, dan pelatihan 
serta kegiatan spesifik gender untuk mendukung kebutuhan 
khusus pekerja migran perempuan.199

Namun perlu dicatat pula bahwa tidak ada skema 
pemerintah yang akan sepenuhnya melindungi migran yang 
tidak berdokumen atau bekerja di sektor yang tidak diatur. 
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Pekerja migran membawa dampak positif yang sangat besar bagi negara asal dan negara tempat 
mereka bekerja. Namun, sebagaimana dirinci dalam laporan ini, berbagai faktor yang saling terkait 
membuat banyak pekerja migran terjebak dalam situasi dimana mereka rentan terhadap hukuman 
mati dan berbagai pelanggaran HAM berat yang terkait dengan penerapan hukuman mati. 

Negara pengirim dan penerima serta masyarakat internasional harus berbuat lebih banyak untuk 
memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi dan bahwa tidak ada pekerja migran yang dieksekusi, 
terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berulang dan berat seperti yang 
dijelaskan dalam sejumlah studi kasus di sepanjang laporan ini, dan sesuai dengan data-data yang 
menunjukkan bahwa warga negara asing telah dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di seluruh dunia 
dalam jumlah yang tidak proporsional. 

Reprieve and Migrant CARE, setelah berkonsultasi dengan sejumlah organisasi hak pekerja migran, 
telah menyusun sejumlah rekomendasi rinci untuk negara pengirim dan penerima serta komunitas 
internasional, yang dijelaskan di bawah ini. 

1 Bantuan konsuler yang memadai
Negara penerima harus memberitahu individu tentang 
hak mereka atas bantuan konsuler dan mengizinkan akses 
konsuler ke semua warga negara asing, termasuk  
pekerja migran. 

Negara pengirim harus memberikan bantuan konsuler 
yang memadai dalam setiap kasus dimana warga negara 
mereka terancam hukuman mati. 

Bantuan konsuler yang memadai dalam kasus 
hukuman mati mencakup (tetapi tidak terbatas pada): 
menyediakan kuasa hukum ahli dan bantuan ahli lainnya 

jika diperlukan, pernyataan berulang dan tingkat tinggi 
mengenai hukuman mati dan pelanggaran hak asasi 
manusia yang terkait dengan kasus tersebut, membantu 
tim pembela mempersiapkan kasus dengan mendukung 
penyelidikan yang dilakukan pembela di negara pengirim, 
dan menghadiri persidangan kasus tersebut. Jika terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia, negara pengirim harus 
mempertimbangkan semua kemungkinan bentuk 
tekanan konsuler dan politik untuk mendapatkan 
pertanggungjawaban negara terkait. 

Kesimpulan dan 
rekomendasi5
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2 Perlindungan dalam penerapan hukuman mati  
Negara penerima harus menerapkan semua bentuk 
perlindungan yang diwajibkan oleh hukum internasional 
dalam penerapan hukuman mati, termasuk menghapus 
hukuman mati untuk pelanggaran narkoba dan 
memastikan hukuman mati tidak dijatuhkan pada 
kelompok yang dilindungi. 

Selain itu, negara harus memastikan hukuman 
spesifik individual (kasuistik) dan mengakui dampak 
pertanggungjawaban kesalahan  dari kerentanan 
dan eksploitasi yang dihadapi pekerja migran yang 
menghadapi hukuman mati, dengan mengadopsi 
pedoman penghukuman yang mencerminkan kapabilitas 

pengurangan pertanggungjawaban kesalahan pelaku 
yang kejahatannya merupakan produk dari kerentanan 
dan eksploitasi. Pedoman penghukuman harus pula 
mewajibkan hakim untuk melihat bukti kasus dengan 
cermat untuk menetapkan peran yang dimainkan 
terdakwa, dan sejauh mana tingkat kesalahannya. 

Seraya menunggu penerapan perlindungan ini, setiap 
negara penerima harus memberlakukan moratorium 
eksekusi untuk menghindari risiko eksekusi yang salah, 
yang berarti perampasan nyawa secara sewenang-
wenang. 

3 Perlindungan pekerja migran 
Semua negara pengirim dan penerima (termasuk Inggris 
Raya, Uni Eropa, dan Amerika Serikat) harus meratifikasi 
Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak 
Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. 

Negara pengirim harus mengatur dan memantau dengan 
benar aktifitas yang dijalankan agen-agen perekrutan dan 

melaksanakan pelatihan pra-keberangkatan. 

Negara penerima harus mengatur dan memantau dengan 
benar kondisi kerja para migran, termasuk migran tidak 
berdokumen dan mereka yang bekerja di sektor yang 
tidak diatur.

4 Perlindungan bagi korban perdagangan manusia 
Negara pengirim dan penerima harus mengidentifikasi 
dan melindungi korban perdagangan manusia. 

Negara pengirim dan penerima harus memastikan bahwa 
korban perdagangan manusia berhak terhadap pemulihan 
yang efektif dan memadai atas hak asasi mereka yang 
dilanggar, termasuk yang terkait dengan kegagalan 
melakukan uji tuntas untuk mencegah, menyelidiki, dan 
menuntut perdagangan terhadap diri mereka. 

Negara pengirim dan penerima harus menjalankan 
kampanye pendidikan publik yang bertujuan untuk 
melindungi korban perdagangan manusia 

Negara penerima harus menjunjung tinggi prinsip non-
hukuman dan tidak menghukum korban perdagangan 
manusia atas kejahatan yang mereka lakukan yang 
disebabkan oleh kondisi mereka sebagai orang yang 
diperdagangkan. Ini melibatkan penerapan prisnsip non-
hukuman dalam hukum domestic.

5 Rehabilitasi bagi korban dan keluarganya
Negara pengirim harus memfasilitasi korban, baik yang telah bebas dari hukuman mati maupun yang dieksekusi untuk 
mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan. Pemulihan ini penting untuk memberikan penguatan, reintegrasi sosial dan 
ekonomi bagi korban dan keluarganya, termasuk akses atas pekerjaan.
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